NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit
pelaksana teknis yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu
melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 171
Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di
lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal berwenang membentuk dan menetapkan
unit pelaksana teknis.

3. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

4. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat.
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